SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan adanya pembagian
urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi
serta Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada pembagian
urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan
Geologi;

bahwa Sub Urusan Geologi sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi mencakup penetapan zona konservasi air tanah pada
cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi, penerbitan izin
pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin
pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi dan serta
penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak lagi
menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Energi Dan
Sumber Daya Mineral dan Sub Urusan Geologi, sehingga
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/55.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 3  (tiga)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo mencabut dan menyatakan
tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanabh;
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Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kota Probolinggo tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air

Bawah Tanah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 19350), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
yang telah diubah dengan terakhir kali dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

Pasal 1
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air
Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 5) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 469 - 12/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

( B i
/ K
TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

[. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan adanya pembagian urusan pemerintahan
konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada
pembagian urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan
Geologi. Urusan konkuren sebagaimana dimaksud diantaranya adalah
pembagian urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Sub Urusan
Geologi merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga Daerah Kabupaten/Kota tidak
mempunyai kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut.
Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya
mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Dalam hal
penunjukkan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan tetap
sama namun dalam perbedaannya tampak dari skala atau ruang lingkup Urusan
Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki,
namun tetap terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma,

standar, prosedur dan kriteria yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 37



